
Peraturan Perundang-undanganPembentukan

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab n huruf D
angka 2 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan
penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati setelah mendapat

persetujuan Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 ten tang

Tambahan Penghasilan 8agi Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat IIdalam Wilayah

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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•

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubah an Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Adrninistrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tabun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

•
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•

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

8. Perat.uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian KineIja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6340);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Refonnasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negcri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Jndonesia Tahun 2015 Nomor

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun

2020 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700

Tahun 2020 ten tang Tata Cara Persetujuan Menteri
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah

•
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan
Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dompu [Berita Daerah Kabupaten Dompu

Tahun 2019 Nomor 201) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2020

tentang Perubahan Peraturan Bupati Dornpu Nomor 35
Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

(Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor
236), mengalami perubahan untuk kedua kalinya sebagai
berikut:

Pasal I

PERATURAN aUPATl DOMPU TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN SUPATI DOMPU NOMOR 35

TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN DOMPU.

MEMUTUSKAN :

Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten

Dompu Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dompu Nomor 9);
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(1). TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan
Pasal SA diberikan selama 12 (dua belasl bulan
sesuai DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

telah ditetapkan dalam tahun berkenaan.
(2). Pembayaran TPP dapat diajukan tiap bulan atau

beberapa bulan setelah bulan berkenaan, khusus

untuk pembayaran bulan desember diajukan pada

bulan berkenaan.

(3). TPP dibayarkan paling Iarnbat pada tanggal 20
bulan berikutnya setelah bulan berkenaan, dengan
ketentuan bagi PNS Oolongan 1lIke atas dikenakan
pajak penghasiJan Pasal 21 dan jumlah netto yang

diterirnah sesuai peraturan perundang-undangan.

•

Pasal11

2. Pasal 11 ayat (I) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

•

(1).PNS yang menduduki jabatan fungsional guru,

kepala sekolah dan jabatan fungsional pengawas
sekolah yang rnendapat tunjangan profesi tidale
diberikan TPP.

(2). PNS guru yang telah memperoleh tunjangan profesi
tetapi nilainya lebih kecil dari TPP PNS yang

ditetapkan, maka akan diberikan selisih
kurangnya .

Pasa15A

1. Diantara Pasal S dan Pasal 6 ditambah Pasal SA
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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IBUDDIN
DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR .1:9.~

•

Diundangkan di Dompu

pada tanggal Os fffbrtl~i 2021
Pj. SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU.

H. BAMBANG M. YASIN

..

Ditetapkan di Dompu

pada tanggal (8 Ftb'ulir't 2021
BUPATI DOMPU,

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati lU1 dengan

penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Pasal II
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